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BAB II 

KONSEP SHIRKAH 

 

A. Pengertian Shikah 

Shirkah secara bahasa berarti al-ikhtila>t{, yang artinya adalah campur atau 

percampuran. Maksud percampuran di sini ialah seseorang yang mencampurkan 

hartanya dengan orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.
1
  

Pengertian shirkah secara istilah, sebenarnya memiliki pengertian yang 

beragam tergantung bentuk shirkahnya, karena terdapat beberapa bentuk shirkah 

dan masing-masing bentuk mempunyai definisi yang berbeda. Namun demikian 

terdapat beberapa definisi shirkah secara umum yang dikemukakan ulama, 

sebagaimana yang dikutip oleh Qomarul Huda, antara lain
2
: 

1.   Definisi shirkah menurut Sayyid Sabiq, ialah “Akad antara dua orang dalam 

(penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan”. 

2.   Definisi shirkah menurut Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husayini, 

ialah “Ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk 

dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui”. 

3.   Definisi shirkah menurut Wahbah al-Zuhayili, ialah “Kesepakatan dalam 

membagi hak dan usaha”. 

                                                           
1
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4. Definisi shirkah menurut Hasbi ash-Shiddiqie, ialah “Akad yang berlaku 

antara dua orang atau lebih untuk ta’a>wun dalam bekerja pada suatu usaha 

dan membagi keuntungannya”. 

5. Definisi shirkah menurut Idris Ah{mad ialah, “Dua orang lebih sama-sama 

berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal 

masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan 

menurut besar kecilnya modal masing-masing”. 

Setelah diketahui definisi-definisi shirkah menurut para ulama >’, kiranya 

dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan shirkah adalah kerja sama antara 

dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya 

ditanggung bersama.
3
 

 

B. Dasar Hukum Shirkah 

Dalil yang mendasari akad shirkah dalam al-Qur’an, h{adi >th, dan ijma >’, 

adalah sebagai berikut: 

1. al-Qur’an 

ث ۚ........ ث كاء في ا م ش ك ف ٰ ا أكث م  .......فإ كا  

Artinya: “Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka 

bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (QS. al-Nisa>’:12)4
 

 

                                                           
3
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غي ...... ي طاء  خ ا م ا ا إ كثي ع ا  ي آم ا ا ىٰ بعض إ م ع بعض

م ۗ ي ما  ق حا  صا ........ا  

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 

itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS. S{a>d : 24)
5
 

 

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad musharakah. 

Lafat{ al-khulat{a dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/ partnership, 

bersekutu dalam konteks adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk 

melakukan sebuah perniagaan. Berdasarkan hal ini jelas sekali bahwa 

pembiayaan musharakah mendapat legalitas dari syariah.
6
 

2. H{adi>th 

. ع  فع ي  : اقابي  م يخ  ا ي ما  ي ش ث ا ا ثا  اه يق : ا

ا ج م بي اخا ح ا صاح فا  اح

“Dari Abu> Hurayirah, dinyatakan marfu‟, beliau bersabda: 

Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 

yang bersekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat 

kepada temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari antara 

keduanya.” (HR. Abu> Da>wud, Bayihaqi dan al-H{akim).
7
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Maksudnya, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang 

bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah 

seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah akan 

menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.
8
 

3. Al-Ijma >’ 

Umat Islam sepakat bahwa shirkah diperbolehkan. Hanya saja, mereka 

berbeda pendapat tentang jenisnya.
9
 

4. Logika  

Dasar dari logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama 

(shirkah). Karena itulah Islam melegalkannya, di samping itu karena 

melarang shirkah akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak 

hanya membolehkan shirkah, tetapi lebih dari itu, Islam menganjurkannya.
10

 

Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala: 

نْ فضْل الَه...... .........وابْتغوا   

Artinya: “…Dan carilah karunia Allah…” (QS. al-Jumu’ah: 10)11
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C. Rukun dan Syarat Shirkah 

Para ulama>’ berbeda pendapat tentang rukun shirkah. Ulama>’ H{a>nafiyah 

menyatakan bahwa rukun shirkah ada dua, yaitu ija>b dan qabu>l. Adapun yang 

lain seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad.
12

 Sedangkan 

ulama>’ Ma>liki>yah menetapkan syarat yang melekat pada rukun shirkah pada tiga 

obyek yaitu: 

1. Pihak yang berakad, syarat dalam wilayah ini ada tiga macam yaitu: 

a. Pihak yang berakad harus seseorang yang merdeka. Tidak dibolehkan 

seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Namun 

diperbolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi 

mereka harus mendapat izin dari tuannya. 

b. Pihak yang berakad harus cakap (ar-rusyd). 

c. Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).
13

 

2. S{ighat akad, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua pihak 

yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. 

S{ighat terdiri dari ija>b dan qabu>l yang sah dengan semua hal yang 

menunjukkan maksud shirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. 

3. Obyek shirkah yaitu modal pokok shirkah. Ini bisa berupa harta maupun 

pekerjaan. Modal pokok shirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang 
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  Huda, Fiqh Muamalah, 102. 
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 Ibid., 105. 
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terutang atau harta tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan 

sebagaimana yang menjadi tujuan shirkah, yaitu mendapat keuntungan.
14

 

Persyaratan shirkah yang dikemukakan oleh ulama>’ Sha>fi’i>yah secara 

umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Ma>liki>yah, baik 

untuk persyaratan s{ighat shirkah, pihak yang berakad dan modal.
15

 Syarat-syarat 

dalam shirkah dibagi menjadi dua, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat 

umum harus ada dalam segala macam shirkah dan syarat khusus hanya ada 

dalam macam shirkah tertentu. 

Secara umum, akad shirkah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa 

syarat sebagai berikut
16

: 

1.   Akad shirkah harus bisa menerima waka>lah (perwakilan), setiap partner 

merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapat izin dari 

pihak lain untuk menjalankan perannya. 

2.   Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner 

mendapat bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk 

nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner. 

3.   Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam 

jumlah nominal yang pasti (misalnya, Rp. 500.000, untuk masing-masing 
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 Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh, 265. 

15
 Huda, Fiqh Muamalah, 105. 
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partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep shirkah untuk berbagi 

dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan. 

 

D. Macam-Macam Shirkah 

Secara garis besar shirkah dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Shirkah Ibah{ah 

 Shirkah ibah{ah adalah kerjasama atau persekutuan hak semua orang 

untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu. Misalnya, menikmati manfaat 

air sungai, garam laut, api, padang rumput, dan sebagainya yang belum ada 

di bawah kekuasaan perseorangan.
17

 

2. Shirkah Amlak 

Shirkah amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa 

adanya akad. Shirkah ini ada dua macam: 

a. Shirkah sukarela (ikhtiar) 

Shirkah ikhtiar adalah kerjasama yang muncul karena adanya 

kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang 

membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain 

dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang 

tersebut telah bershirkah dalam hak milik.
18
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b. Shirkah paksaan (ijbar) 

Shirkah ijbar adalah shirkah yang ditetapkan kepada dua orang 

atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, misalnya 

dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah 

bershirkah dalam hak milik.
19

 

3. Shirkah „Uqud 

Shirkah „uqud adalah kerjasama atau persekutuan antara dua orang 

atau lebih yang membuat perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan 

harta guna melakukan usaha atau bisnis, dan hasilnya dibagi baik berupa 

laba maupun rugi.
20

 Menurut ulama>’ H{anabi >lah, shirkah ini dibagi lima 

yaitu: 

a. Shirkah ‘ina>n 

b. Shirkah mufa>wid{ah 

c. Shirkah abda>n 

d. Shirkah wuju>h 

e. Shirkah mud{a>rabah 

Sedangkan ulama>’ H{a>nafi >yah membaginya menjadi enam macam, 

yaitu: 

a. Shirkah amwal 
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 Ibid., 

20
 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), 30. 
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b. Shirkah a’ma>l 

c. Shirkah wuju>h 

Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi mufa>wid{ah dan 

‘ina>n.
21

 

Secara umum, fuqaha> Mesir yang kebanyakan bermadzhab Ma>liki>, 

berpendapat bahwa shirkah terbagi atas empat macam, yaitu: 

a. Shirkah ‘ina>n 

b. Shirkah mufa>wid{ah 

c. Shirkah abda>n 

d. Shirkah wuju>h 

Sedangkan ulama>’ Sha>fi’i>yah menganggap semua bentuk kerjasama 

selain ‘ina>n dan mud{a>rabah adalah batal.
22

 Karena tidak ada satu pun dari 

jenis shirkah diatas yang memenuhi syarat shirkah sebagaimana yang 

menjadi pandangan Sha>fi’i>. Para ulama>’ fiqh sepakat bahwa shirkah ‘ina>n 

dibolehkan sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan.
23

 

Pembagian di bawah ini mencangkup semua macam shirkah yang 

secara umum disebutkan fuqaha> di atas, adapun pembagian dan 

penjelasannya sebagai berikut: 
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 Syafe’i, Fiqih Muamalah, 187. 
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Abad Pertengahan Teori dan Penerapannya, Terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 
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a. Shirkah Wuju>h 

Shirkah Wuju>h adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua 

orang atau lebih yang memiliki popularitas atau ketokohan (waji>h) yang 

bisa mendongkrak nilai jual komoditi. Yang dikehendaki dengan 

popularitas atau ketokohan di sini adalah pihak yang telah mendapatkan 

kepercayaan publik (konsumen atau produsen) dalam dunia bisnis, 

karena prestasi, manajemen, atau profesionalisme kerjanya.
24

 

Dalam dunia usaha terdapat pihak dan/atau orang yang memiliki 

daya tarik atau kredibilitas usaha. Keikutsertaan yang bersangkutan 

diperkirakan dapat menjadi “daya tarik atau pemicu” bagi pihak lain 

untuk berpartisipasi guna mendukung perusahaan yang bersangkutan. 

Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sementara yang 

menyertakan kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian.
25

 

Dengan demikian, dalam shirkah wuju>h terdapat beberapa 

perbuatan hukum: 

1) Apabila akad yang dilakukan akad bai‟ (jual-beli), maka jual-beli 

yang dilakukan termasuk jual-beli tangguh yang pembayarannya 

dilakukan di masa mendatang. 
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 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi 

Sosial-Ekonomi (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 197. 
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31 

 

2) Dalam akad shirkah wuju>h juga terkadung akad waka>lah, yaitu 

pemilik barang dagangan memberikan kuasa kepada kedua pebisnis 

yang memiliki kredibilitas usaha untuk menjual barang 

dagangannya di tempat lain. 

3) Dua pebisnis akan menjual barang dagangan tersebut di tempat lain 

dengan keuntungan akan dibagi bersama di antara mereka sesuai 

kesepakatan.
26

 

Secara hukum, akad shirkah wuju>h ini masih diperselisihkan 

ulama>’, menurut Imam Sha>fi’i> dan Imam Ma>liki> tidak membolehkan 

serikat ini, sedangakan Imam H{anbali> dan Imam H{a>nafi> membolehkan, 

sebab dengan adanya tanggung jawab tersebut berarti sudah ada 

pekerjaan yang mereka lakukan.
27

 

b. Shirkah Mufa>wid{ah 

Shirkah mufa>wid{ah adalah kontrak kerjasama kemitraan antara 

dua orang atau lebih dalam bidang usaha tertentu yang melibatkan 

pekerjaan („ama>l) dan modal (ma>l), dengan sistem profit dan resiko 

apapun ditanggung bersama. Akad Shirkah mufa>wid{ah merupakan 

kombinasi dari akad shirkah abda>n dan shirkah ‘ina>n.
28
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Syarat-syarat shirkah mufa>wid{ah secara umum, menurut pendapat 

Wahbah al-Zuhaili yang dirujuk oleh Ah{mad Azhar Basyir menjelaskan 

lima syarat yang berlaku dalam shirkah mufa>wid{ah. Pertama , syarat 

yang berkaitan dengan shari>k, yaitu pelaku shirkah mufa>wid{ah harus 

cakap melakukan perbuatan hukum yang berupa waka>lah (kuasa) dan 

kafa>lah (penjamin). Akad waka>lah yaitu kuasa dari shari>k yang satu 

kepada shari>k yang lainnya untuk melakukan usaha, dan akad kafa>lah 

yaitu tanggungan atau jaminan masing-masing shari>k berkewajiban 

menjaga harta shirkah dan bertanggung jawab atas perbuatan hukum 

yang dilakukannnya atau tidak dilakukannya. 

Kedua, modal usaha harus sama, baik ketika akad shirkah 

mufa>wid{ah dimulai maupun ketika berakhir. Apabila modal salah satu 

shari>k lebih besar, maka shirkah tersebut tidak lagi sama (ghairu 

mufa>wid{ah). 

Ketiga, hasil usaha yang berupa keuntungan dan kerugian yang 

diterima atau dibebankan kepada masing-masing shari>k haruslah sama. 

Apabila dalam akad ditetapkan bahwa keuntungan salah satu shari>k 

lebih besar, maka shirkah mufa>wid{ah dengan sendirinya menjadi batal 

karena ketidakadaan kesamaan. 

Keempat, bidang usaha ynag dilakukan masing-masing shari>k 

dalam shirkah mufa>wid{ah haruslah bidang usaha yang boleh 
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berdasarkan syariah. Kelima, shirkah mufa>wid{ah harus dinyatakan 

secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian, karena ada keharusan bagi 

shari>k agar sama jumlah dalam menyertakan modalnya, agamanya, 

kehalalan bidang usahanya dan kerugian yang diterimanya.
29

 

c. Shirkah Mud{arabah 

Shirkah Mud{arabah adalah kerjasama antara dua shari>k atau lebih 

untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan 

oleh shari>k tertentu (s{a>hib al-ma>l), sedangkan shari>k lainnya (mud{a>rib) 

menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari s{a>hib al-ma>l 

tersebut.
30

 

Modal dalam shirkah mud{arabah harus berupa uang tunai, 

jumlahnya dapat diketahui dengan jelas dan seketika diserahkan kepada 

pihak mud{a>rib.31 Pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut bekerja 

dengan pengelolaannya. Kalau hal itu memang dijadikan syarat, maka 

syarat tersebut tidak sah. Sebab, pihak pemodal tidak berhak mengelola 

harta yang sudah dilebur dalam perseroannya. Hanya saja, pihak 
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 Basyir, Hukum Islam, 39-42. 
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 Hasanudin, Perkembangan Akad, 47. 

31
 Basyir, Hukum Islam, 63. 
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pengelola tetap terikat dengan izin mengelola yang diberikan oleh pihak 

pemodal. Sehingga tidak boleh menyimpang dari izin tersebut.
32

 

Dalam perseroan mud{arabah ini juga wajib diperkirakan bagian 

pihak pekerja dan modal yang dikelola dengan secara jelas. Keuntungan 

(laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai 

kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam perseroan ini, 

maka kerugiannya tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak yang 

melakukan perseroan, namun dikembalikan kepada ketentuan shara‟. 

Menurut shara‟, kerugian dalam perseroan ini secara khusus dibebankan 

kepada harta dan tidak dibebankan sedikut pun kepada pengelola.
33

  

d. Shirkah ‘Ina>n 

Shirkah ‘ina>n adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua 

orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (t{asharruf) 

dalam suatu modal (ma>l) secara persentase dengan sistem keuntungan 

dan kerugian ditanggung bersama.
34

 Dalam shirkah ‘ina>n tidak terdapat 

keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing 

shari>k sama jumlahnya dan tidak pula disyaratkan bahwa masing-
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masing shari>k akan menanggung resiko yang berupa kerugian atau 

mendapat keuntungan dengan jumlah yang sama.
35

 

Secara legalitas, fuqaha> sepakat disyaratkan dan dibolehkannya 

shirkah ‘ina>n. Shirkah seperti ini telah dipraktekan pada zaman Nabi 

SAW. Beliau mengadakan shirkah dengan as-Sa’ib ibnu Abi> as-Sa’ib, 

kemudian al-Bara ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Arqara bergabung. Beliau 

mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin 

sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan 

shirkah ini.
36

 

Syarat-syarat shirkah ‘ina>n berkaitan dengan bidang bisnis yang 

dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi) dan kerusakan harta shirkah. 

Pertama, para shari>k dalam shirkah ‘ina>n dibolehkan membuat syarat-

syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan oleh masing-masing shari>k. 

Kedua, pembagian hasil pada prinsipnya dalam shirkah ‘ina>n 

dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang 

disertakan. Ulama>’ Ma>liki>yah, Sha>fi’i>yah, Zhahiriah, Imamiah, dan 

Zufar yang dikutip oleh Maulana Hasanudin berpendapat bahwa salah 

satu syarat sah akad shirkah ‘ina>n adalah hasil usaha berupa laba dan 
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rugi dibagi secara proporsional. Oleh karena itu, mereka berpendapat 

bahwa: 

a. Akad shirkah ‘ina>n yang di dalam aktanya terdapat klausula yang 

menyatakan bahwa hasil usaha (laba) yang diterima oleh salah satu 

shari>k lebih besar dari shari>k lainnya, padahal jumlah modal usaha 

yang disertakan sama, maka syarat tersebut batal. 

b. Akad shirkah ‘ina>n yang di dalam aktanya terdapat klausula yang 

menyatakan bahwa hasil usaha (laba) hanya diterima oleh salah satu 

shari>k, padahal masing-masing shari>k menyertakan modal usaha 

yang sama, maka syarat tersebut batal.
37

 

Disamping profit, margin kerugian juga harus disesuaikan dengan 

nilai modal setiap mitra. Artinya, ketika dalam perjalanan bisnis 

mengalami kerugian, maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan 

persentase nilai modal masing-masing.
38

 

Ketiga, kerusakan modal usaha. Ulama>’ H{a>nafiyah dan Sha>fi’i>yah 

yang dikutip oleh Maulana Hasanudin berpendapat bahwa kerusakan 

harta yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab 

batalnya shirkah apabila kerusakan barang modal tersebut terjadi 

sebelum disatukan. Oleh karena itu, kerusakan barang modal usaha 
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dalam shirkah tidak menjadi faktor penyebab batalnya shirkah, apabila 

barang modal telah disatukan. 

Keempat, usaha atau bisnis yang dilakukan shari>k. Setiap akad 

shirkah ‘ina>n terkandung akad waka>lah, dalam akad waka >lah 

terkandung izin dari shari>k yang satu terhadap shari>k lainnya untuk 

melakukan usaha/bisnis.
39

 Atas dasar akad waka>lah yang terkandung 

dalam akad shirkah ‘ina>n maka terlahir beberapa ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Setiap shari>k dibolehkan melakukan kegiatan bisnis (termasuk jual-

beli), baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh. 

2) Setiap shari>k dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih 

tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung 

unsur penipuan. 

3) Setiap shari>k dibolehkan melakukan ibd{a’ yaitu menyerahkan harta 

modal shirkah kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha. 

4) Setiap shari>k dibolehkan melakukan bisnis dengan akad mud{arabah 

dengan pihak lain sebagai mud{arib. 

5) Setiap shari>k dibolehkan memberikan kuasa kepada shari>k lain 

untuk menjual atau membeli barang dagangan. 
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6) Setiap shari>k dibolehkan melakukan gadai (baik sebagai rahin 

maupun murtahin) selam mendapat izin khusus shari>k lainnya, 

karena gadai adalah salah satu cara bisnis yang halal menurut 

syariah. 

7) Setiap shari>k dibolehkan melakukan hawa>lah (baik sebagai muhil 

maupun muhal „alaih), karena hawa>lah adalah salah satu cara bisnis 

yang halal menurut syariah. 

8) Imam Abu> H{a>nifah dan Muhammad berpendapat bahwa setiap 

shari>k dibolehkan melakukan usaha di tempat/negara lain ketika 

bersangkutan melakukan perjalanan, terutama shirkah mutlak yang 

tidak dibatasi tempat usahanya. 

9) Ulama>’ sepakat bahwa shari>k tidak boleh melakukan akad tabarru’ 

tidak sesuai dengan tujuan shirkah yaitu mendapat keuntungan.
40

 

e. Shirkah Abda>n 

Shirkah abda>n adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua 

orang atau lebih untuk mengerjakan (‘ama>l) suatu proyek dengan sistem 

keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Shirkah abda>n hanya melibatkan 

tenaga (‘ama>l) dan tidak melibatkan modal harta.
41

 Misalnya, perseroan 

para pengerajin melakukan perseroan untuk bekerja pada industri 
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mereka, perseroan para insinyur, para dokter, pemburu, kuli angkut, 

tukang kayu, sopir mobil dan sebagainya.
42

 

Secara hukum legalitas akad shirkah abda>n diperselisihkan 

ulama>’. Menurut ulama>’ Ma>liki>yah, H{anabi >lah, dan Zaidiyah 

membolehkan shirkah jenis ini. Dengan alasan, bahwa tujuan dari 

kerjasama adalah mendapatkan keuntungan dan kerjasama tidak hanya 

dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan.
43

 Hukum 

kebolehan shirkah kerja ini dapat dilihat dalam sebuah h{adi>th yang 

diriwayatkan oleh Abi> ‘Ubaidah, dia berkata: 

يْد , سْعود عنْ ابي ع َ: قال,عنْ عْد الَه بْن  ر اإشْتركْت أنا وع

سيْريْن ا اء سعْد ب: فجقال .ا نصيب يوْ بدْريْف بْن ابى وقَا ,وسعْد

 ْ يْءجئْ أاول َار ب نا وع   

Artinya: Dari Abi> „Ubaidah, dari Abdullah bin Mas’u>d ra. dia berkata: 

“Aku, „Ammar dan Sa‟d bin Abi> Waqqas} bersekutu terhadap 

harta yang kami capai pada hari Badar.” Kata Abdullah: 

“Maka Sa‟d datang membawa dua t awanan, sedangkan aku 

dan „Ammar datang tidak membawa apa-apa”.
44

 

 

Namun demikian, ulama>’ Ma>liki>yah menganjurkan syarat untuk 

kebolehan shirkah, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka  melarang 

kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada 
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kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan dan pemintalan. 

Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda 

tempat, shirkah ini tidak sah. Sedangkan, pembagian keuntungan harus 

sesuai dengan kadar pekerjaan dari yang bersekutu.
45

 

Ulama>’ H{anabi >lah membolehkan kerjasama jenis ini sampai pada 

hal-hal yang mubah, seperti pengumpulan kayu bakar, rumput, dan 

sebagainya. Hanya saja mereka dilarang kerjasama dalam hal menjadi 

makelar.
46

 Sedangkan menurut Sha>fi’i>yah tidak diperbolehkan secara 

mutlak, sebab tidak ada istilah shirkah dalam pekerjaan (‘ama>l).47
 

Adapun mengenai pembagian laba dalam shirkah abda>n ini sesuai 

dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa jadi sama atau bisa 

jadi tidak sama. Sebab pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan 

dan karena orang yang melakukan perseroan tersebut bisa berbeda-beda 

dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara 

mereka juga bisa berbeda-beda.
48

 

Apabila seorang shari>k melakukan pekerjaan, sedangkan shari>k 

lainnya tidak, maka hasil kerja tetap berlaku bagi mereka. Sebab 

pekerjaan tersebut, sebenarnya mereka pikul bersama-sama. Sehingga 
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dengan adanya saling tanggung di antara mereka untuk melakukan 

pekerjaan tersebut, maka wajib diberi bagi hasil.
49

 

Sedangkan, apabila dalam shirkah abda>n memerlukan alat kerja 

dan salah satu shari>k menggunakan alat tersebut untuk bekerja, maka 

penggunaan alat tersebut tidak boleh dimasukkan (dibebankan) ke 

dalam shirkah. Apabila dibebankan kepada shirkah, maka shirkah tidak 

terjadi, yang terjadi adalah ijarah.
50

 

 

E. Pembatalan Shirkah 

Adapun perkara yang membatalkan shirkah terbagi atas dua hal. 

1. Pembatalan shirkah secara umum: 

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak 

yang lainnya, sebab shirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela 

sama rela dari kedua belah pihak. 

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian 

mengelola harta), baik gila maupun karena alasan lainnya. 

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota shirkah lebih 

dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. Shirkah 

berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli 

waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam shirkah 
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tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang 

bersangkutan. 

d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang 

terjadi pada waktu perjanjian shirkah tengah berjalan maupun sebab 

yang lainnya. 

e. Modal para anggota shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama 

shirkah.
51

 

 

2. Pembatalan secara khusus sebagian shirkah 

a. Harta shirkah rusak. 

Apabila harta shirkah seluruhnya atau harta salah seorang rusak 

sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada shirkah 

‘ina>n. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka 

kalau rusak akad menjadi batal. 

b. Tidak ada kesamaan modal 

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam shirkah mufa>wid{ah 

pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat 

transaksi mufa>wid{ah.
52
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F. Pembagian Keuntungan dalam Shirkah. 

Dalam shirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga di dapat dari anggota, 

sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di 

dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para ulama>’ telah sepakat 

dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan pesentase jumlah modal yang 

disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang 

diperoleh juga 50%.
53

  Dalam h{adi>th riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda: 

يطي فا ماكا خ م قا  س ي  ى اه ع اه ص ا اس اجعا بي يت  

ي  س با   

Artinya: Rasulullah saw bersabda: “Dua barang campuran yang menjadi milik 
dua orang, maka harus dibagi di antaranya dengan sama”.(HR. 

Bukhari).
54

 

 

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama 

dengan prosentase jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap 

usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu 

anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan 
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kemampuan dalam menjalankan modal.
55

 Hal ini sesuai dengan h{adi>th Nabi 

SAW: 

 

م ط ى ش س ع  ا

Artinya: “(Bagian) orang-orang Islam tergantung pada syarat yang mereka 

(sepakati)”.
56

 

 

Selain itu, juga dinyatakan sebagaimana dalam kaidah yaitu: 

ي ا ى ق ا ضيع ع ا طا  ى ما ش بح ع  ا

Artinya : “Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, 
sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta 

keduanya”.57
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